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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat
membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor
dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas
tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat

vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu

perlindungan terhadap tal‘w erLaAeran untuk menjamin
hak-hak“dasar pekerja @ Cdﬁa@ndeisaﬁeri kﬁeéw serta

perlakban~“tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan
pekerja.t

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja
yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun
bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja
(perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan usaha lainnya) dan
atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut

pekerja bila ia melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan di
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G.Kartasapoetra, R.G.Kartasapoetra, Hukum Perburuhan di Indonesia

Berlandaskan Pancasila, Cetakan ke 2, (Yogyakarta : Penerbit Bina Aksara, 2002),
him. 20.



bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan
dalam bentuk lain.?

Pekerja adalah manusia yang juga mempunyai kebutuhan
sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman,
dan sebagainya untuk masa depan dan keluarganya. Mengingat
pekerja sebagai pihak yang lemah dari majikan yang kedudukannya
lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya3.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 vyang
menyebutkan, bahwa : "Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas
pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan “.#

Menurut pasal ini IaBdIa_rAeMdan mendasar yang

merupakan hak setiap Waéa negara Indonesia ?tu hak memperoleh

[olaTalol Mokt W=\ Y00

pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi saja, tetapi juga harus

pekeran_dan_hak untuk

mempunyai nilai kelayakan bagi manusia yang tinggi. Suatu pekerjaan
baru memenuhi semua itu bila keselamatan dan kesehatan kerja
sebagai pelaksananya adalah terjamin. Dengan demikian pekerja
sebagai Warga Negara Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari

pemerintah agar dapat ikut serta aktif dalam pembangunan.®
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Subjek hukum dalam perjanjian kerja pada hakikatnya adalah
subjek hukum dalam hubungan kerja. Yang menjadi objek dalam
perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas
dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja/buruh maka ia akan
mendapatkan upah.®

Hubungan kerja dilakukan oleh pekerja/buruh dalam rangka
untuk mendapatkah upah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh. _yang ditlt@rl daAjiMan menurut suatu

perjanjiaRskeriasskesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,
termasuk_tunjangan bag@e@rbb@upcjan@el arg]arw@ ytys suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.’

Wujud perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai
pengganti peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan
yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-undang No 14 Tahun 1969
tentang ketentuan ketentuan pokok mengenai tenaga kerja yang di
nilai sudah tidak sesuai dengan kemajuan perkembangan masalah
ketenagakerjaan. Menurut Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikatakan, bahwa :
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Setiap pekerja/buruh  mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas : moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang
sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai
Agama.“8
Dalam penulisan ini penulis mengambil contoh keterkaitannya

adalah dengan tempat kerja baik itu Perusahaan Persero, Badan

Hukum atau Badan usaha lainnya. Perusahaan-perusahaan waralaba

yang menjadi pavorit masyarakat untuk berbelanja, bahkan waralaba-

waralaba ini telah menjamur diseluruh penjuru Indonesia, gerainya

memang tidak terlalu luas namun waralaba-waralaba tersebut terbilang

cukup lengkap menyediakan produk kebutuhan sehari-sehari. Mulai
dari bahan makanan, mi n,. prod cantikan, alat tulis, obat-
obatan dan berbagai jenijBﬂL&rAMitu juga menyediakan
berbagai._pelayanan jasa%p@rth@]@ifn EljeF pehbalw listrik,
pembayaran_untuk belanja online, BPJS dan masih banyak yang
lainnya.

Setiap perusahaan yang melakukan usaha tentunya memiliki
karyawan yang bertugas untuk menjaga toko, melayani konsumen,
kasir, petugas gudang dan tenaga kerja lainnya terkait pada
pengelolaan waralaba misalnya, selain itu system kerja pada waralaba
memang sedikit rumit dan berbeda system kerjanya dengan
perusahaan tbk atau perusahaan PT pada umumnya, karena masing-

masing waralaba diberikan kebebasan untuk jam pengoperasian, bila

waralaba tersebut letaknya strategis dan ramai maka akan
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menerapkan operasionalnya 24 jam, namun apabila alokasinya relative
biasa saja maka pengoperasiaanya sampai pukul 22.00 atau paling
akhir adalah 00.00°. sebagai contoh waralaba Indomart yang
menerapkan jam operasional 24 jam adalah Indomart Danau Sunter
yang terletak di Jalan Danau Sunter Utara No. 12 Rt. 11 Rw. 12 Sunter
Agung Tanjung Priok Jakarta Utaral® sebagaimana gambaran

waralaba Indomart Danau Sunter dibawabh ini:

Indomart Danau Sunter
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Tempat ini buka 24 jam Non stop selama 7 hari dalam 1 minggu,
tujuannya adalah memudahkan para warga atau pelanggan yang
harus membeli kebutuhannya sewaktu-waktu.

Waralaba Minimarket Indomart Danau Sunter adalah suatu toko
swalalayan yang menyiapkan kebutuhan rumahtangga dan sebagainya
yang mempunyai pekerja hampir 70% adalah laki-laki dengan umur
yang berbeda-beda, yang rata-rata berumur 20 tahun sampai 30
tahun, dengan jam kerja dari Pukul 07.00 sampai 07.00 (non stop),
yang dibagi menjadi 3 (tiga) Shift jam kerja, yaitu :

1. Shift 1 (pertama) mulai Pukul 07.00 sampai Pukul 15.00

2. Shift 2 (dua) mulai Pu»iﬂB)EﬂMs.oo

SamShifte3.(tiga)snulai Pukul 23.00 sampai Pukul (;)l:z.oo
au |-Slﬁe\/\/dengan

Pengoperasian W§i|g;h|QOQa

system 24 jam telah ditentukan dengan adanya pembagian shift kerja

t

dan untuk pembagian shift malam hanya dikhususkan bagi karyawan
berjenis kelamin laki-laki saja. Dan merupakan hal yang lazim bila
perusahaan  khususnya waralaba Indomart mempekerjakan
karyawannya pada malam hari, namun, kerja shift malam memiliki
ketentuan khusus yang wajib dipenuhi pengusaha waralaba tersebut,
selain itu karyawan shift malam beresiko tinggi dalam menjaga toko
Indomart tersebut.

Sangat dikhawatirkan apabila terjadi perampokan minimarket
oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab disatu sisi karyawan

tersebut bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk kesejahteraan



bagi diri pekerja dan keluarganya, disisi lain harus mempertaruhkan
jiwaraganya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Oleh
karena itu pengusaha waralaba Indomart dapat memberikan
perlindungan hukum bagi karyawannya sebagai jaminan keamanan
dan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya.

Peraturan-peraturan yang tedapat di dalam Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama yang
mengatur mengenai pekerja yang bekerja pada malam hari hanya
mengatur mengenai pekerja perempuan saja, sedangkan pekerja yang
bekerja pada malam hari bukan hanya pekerja perempuan saja tetapi

ada juga pekerja Iaki-lzidBrEuAthuhkan perlindungan

hukbimseePalamaPasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan,ar(r—t;rl/g] IQeQuIang ok JenQaera juga
menyebutkan bahwa dalam menjalankan Undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaanya tidak boleh ada diskriminasi.!

Atas dasar Undang-undang tersebut di atas, maka diskriminasi
dalam setiap permasalahan ketenagakerjaan tidak diperkenankan dan
apabila ada pengusaha yang masih melakukan diskriminasi dalam
memberikan perlindungan hukum maka hal ini melanggar dari
peraturan  perundang-undangan di  bidang ketenagakerjaan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan.
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan mengatur tentang tenaga kerja perempuan,
sebagaimana Pasal 76 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) menyatakan ;*?

1. Ayat (1) ; Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang 18

(delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00

sampai dengan pukul 07.00;

. Ayat (2) ; Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh

perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi
kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila

bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00;

. Ayat (3) ; PenguslxlByIE AﬂMjakan pekerja/buruh

perempuansantara pukul 23.00 sampai dengan_pukul 07.00 wajib ;
a.._Memberikan maka% g;lhnglrgrl begi I, dJTr a W

b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja.

. Ayat (4) ; Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput

bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja

antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

. Ayat (5) ; ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan

ayat (4) diatur dengan keputusan menteri.

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah

diundangkan, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Hal

ini ditegaskan di dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
yang menyatakan agar setiap orang mengetahuinya, peraturan
perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkan
dalam;

1. Lembaran Negara Republik Indonesia;

2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

3. Berita Negara Republik Indonesia;

4. Lembaran Daerah;

5. Tambahan Lembaran I)BnIan M

6. Berita daerah®®

Penjelasan Pasal g @Q%lng@fmr]—iﬁf thn 2011
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan
diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran
resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini setiap orang
dianggap telah mengetahuinya.'4

Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi suatu hal yang
menarik untuk dapat ditindaklanjuti kedalam penulisan karya ilmiah

skripsi, dan judul yang akan penulis kaji dalam skripsi ini adalah
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tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja
Pada Malam Hari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 Tentang Ketenagakerjaan".

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengaturan Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja
pada malam hari Berdasarkan Undang-Undang ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang

Bekerja pada malam hari Berdasarkan Undang-Undang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian I B LAM

T o e T
ww Yang Bekerja pada malam hari Berdasarkan

Undang-Undang.

b. Untuk mengetahui dan menganalisa Perlindungan Hukum
Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja pada malam hari
Berdasarkan Undang-Undang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi ilmu Hukum khususnya Hukum Ketenagakerjaan, dengan
penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam
mengevaluasi pelaksanaan ketentuan mengenai bentuk
pengaturan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja yang

bekerja pada malam hari.
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b. Bagi perusahaan diseluruh Indonesia umumnya diharapkan

dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai input (masukan)
untuk dapat memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja |,
khususnya Tenaga Kerja yang bekerja pada malam hari, melalui

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Bagi Kementerian Ketenagakerjaan RI, dengan penelitian ini

dapat dijadikan sebagai laporan evaluasi mengenai
pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundangan
khususnya yang berkaitan kewajiban pengusaha yang
mempekerjaan karyawannya pada malam hari dan sebagai

peningkatan kinteBﬁtﬂ Mnagakerjaan dalam

tugasnyassuintuk melakukan penfawas dan penegakan

peraturan perunda%—tg\rdt;]gg Qt na@ rjaL'rr.a W

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis
normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti data
sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data

penunjang.’® yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
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2. Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan Yuridis normatif yaitu mengkaitkan ketenagakerjaan
yang dilakukan oleh pengusaha, pekerja dan instansi pemerintah
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Sumber Data
a. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:
1) Undang-Undang Ketenagakerjaan
2) Peraturan Menteri tenagakerja

b. Bahan hukum sekunder?¢:

Bahan hukum nyeheﬁjM atas bahan hukum

mmmmRiimeRyanggterdiri buku yang terkait dan atau relevan penulisan

— Scnhool of Law

C. %n hukum tertierl’

Kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder.
Di samping itu, mereka juga berupaya menyediakan
pembahasan komprehensif yang menyangkut sumber tersier.
4. Tehnik Pengumpulan Data
a. Studi Pustaka, yaitu menggali data dari buku-buku literatur,
dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku,
makalah-makalah dan sebagainya vyang relevan dan

mendukung penelitian.

16 Ibid, him 14
o Soejono Soekanto, Op Cit, him 11
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5. Analisis Data
Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif,
yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan
peraturan undang-undang yang berlaku, untuk menjelaskan
persoalan sampai pada suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai

sesuatu yang utuh.*®

IBLAM
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18 Ibid, him 90
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